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PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, khususnya
menyangkut mekanisme dan tata hubungan dengan
publik/masyarakat, yang bersifat komunikasi dan penyampaian
informasi (kehumasan) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Ternate, maka perlu adanya wadah terstruktur yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan pada Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaraa Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun
2007 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota
Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007
tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 14), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b ditambah satu angka dan ayat (2) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal  6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretariat DPRD;
b. Bagian Umum,  membawahi :

1. Sub Bagian Urusan Dalam dan Protokol;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Humas.

c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi :
1. Sub Bagian Risalah;
2. Sub Bagian Persidangan;
3. Sub Bagian Perundang-Undangan.

d. Bagian Keuangan, membawahi :
1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Perbendaharaan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
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2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
(4) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(5) Staf ahli merupakan jabatan struktural eselon II b.
(6) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8A

Nomenklatur jabatan Staf Ahli terdiri dari :
a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di  Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 39


